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BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 45 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU TIMUR,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian
Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011, perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huru a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2011;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi
Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4270).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

3569); £



3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 teentang Pemeriksanaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Sistem Perencanaa Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Ngara

‘ Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

e 13. Peraturan Pemenintah- Nomer—24 -Tahun— 2004 —tentangKedudukenProtokeler danKeuangan Pimpinan dan Anggota Dewan———
Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 90, Tambahan Lebaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
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Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574),

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peratuaran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah
Tahun Anggaran 2011;

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5);

Peraturan Daeraﬁ Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 16);

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2011 (Berita Daerah Kabupaten Luwu TImur Tahun 2010 Nomor 183).

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 15).
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2011 terdiri atas:

1. Pendapatan:

Sebelum Perubahan Rp.  605.210.714.676,00
Bertambah (Berkurang) Rp. 19.800.000.000,00
Setelah Perubahan Rp. 625.010.714.676,00
2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung

Sebelum Perubahan Rp. 272.918.192.286,00
‘ Bertambah (Berkurang) Rp. -,00
Setelah Perubahan Rp. 272.918.192.286,00

b. Belanja Langsung
Sebelum Perubahan S Rp.  353.913.100.776,00

Bertambah (Berkurang) Rp. 19.800.000.000,00

Setelah Perubahan Rp. 373.713.100.776,00
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Pasal 2

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebagaimana tercantum dalam

lampiran peraturan ini.

Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Luwu Timur.
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BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2011 NOMOR ‘%€ e

Ditetapkan di Malili,
Pada tanggaly 48 gei £813

BUPATI LUWU TIMUR,

b

ANDI HATTA .M.
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Peraturan Bupati Luwu Tlmur

. Nomor : 17 ° 11
Tanggal: 18 “oi 44
Urusan Pemerintahan : 1.03  Pekerjaan Umum
Organisasi : 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum
SEBELUM Bertambah/ . ¢
KODE REKENING URAIAN PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN| (Berkurang) % Penjelasan
1 2 3 4 5 6 7
1.03.1.03.01.00.00.5 Belanja 73.688.798.630,00 93.488.798.630,00 | 19.800.000.000,00 | 26,87
1.03.1.03.01.01.01.5.2 Belanja Langsung 67.831.818.130,00 87.631.818.130,00 | 19.800.000.000,00 | 29,19
1.03.1.03.01.24.18 Pembangunan Jaringan Irigasi 18.857.406.070,00 38.657.406.070,00 | 19.800.000.000,00 | 105,00
1.03.1.03.01.24.18.5.2.3 Belanja Modal 18.857.406.070,00 38.657.406.070,00 | 19.800.000.000,00 | 105,00
1.03.1.03.01.24.18.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 18.857.406.070,00 38.657.406.070,00 | 19.800.000.000,00 [ 105,00
1.03.1.03.01.24.18.5.2.3.23.05  |Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi 18.857.406.070,00 38.657.406.070,00 | 19.800.000.000,00 | 105,00
Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi  19.800.000.000,00 Perturan  Menteri  Keuangan  Nomor
D.I Anggkona (1.200 Ha) 25/PMK.07/2011 Tentang Pedoman Umum
dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur
Daerah Tahun Anggaran 2011
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Peraturan Bupati Luwu Timur

. La'n I:

- Nomor : 7' T 2011
y Tanggal: .~ . % PR
Urusan Pemerintahan : 120  Pemerintah Umum ' 5 sl
manisasi : 1.20.05 Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah X
SEBELUM Bertambah/ . :
KODE REKENING URAIAN PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Berkurang) % Penjelasan
1 2 3 4 5 6 7
1.20.1.20.05.00.00.4 Pendapatan 560.568.199.676,00 580.368.199.676,00 | 19.800.000.000,00 3,53
1.20.1.20.05.00.00.4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 130.395.058.676,00 150.195.058.676,00 [  19.800.000.000,00 15,18
1.20.1.20.05.00.00.4.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah 83.000.000.000,00 83.000.000.000,00 - -
1.20.1.20.05.00.00.4.3.3.01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 83.000.000.000,00 83.000.000.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.3.3.01.01 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 -
1.20.1.20.05.00.00.4.3.3.01.03 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 -
1.20.1.20.05.00.00.4.3.3.01.05 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 - -
1.20.1.20.05.00.00.4.3.3.01.06 Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah 60.000.000.000,00 60.000.000.000,00 - -
1.20.1.20.05.00.00.4.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 36.601.817.400,00 56.401.817.400,00 |  19.800.000.000,00 54,10
1.20.1.20.05.00.00.4.3.4.01 Dana Penyesuaian 36.601.817.400,00 56.401.817.400,00 |  19.800.000.000,00 54,10
1.20.1.20.05.00.00.4.3.4.01.01 Dana Penyesuaian 16.501.232.400,00 36.301.232.400,00 |  19.800.000.000,00 | 119,99
-Dana Infrastruktur Daerah (Jaringan Irigasi) 19.800.000.000,00 - Perturan ~ Menteri  Keuangan NomoJ|
25/PMK.07/2011 Tentang Pedoman Umum dan
Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah
Tahun Anggaran 2011
1.20.1.20.05.00.00.4.3.4.01.02 Dana BOS 20.100.585.000,00 20.100.585.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 10.793.241.276,00 10.793.241.276,00
1.20.1.20.05.00.00.4.3.5.01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 10.793.241.276,00 10.793.241.276,00
1.20.1.20.05.00.00.4.3.5.01.01 Bantuan Keuangan dari Provinsi Sul Sel 10.793.241.276,00 10.793.241.276,00 -
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